PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
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NOMOR : KPTS.|&DP-BTM/SET/PROG/1/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas
Pertanahan Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam.

Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014,

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94
Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan
target pencapaian kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN
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NOMOR : KPTS.1&/DP-BTM/SET/PROG/1/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas

Pertanahan Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94

Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

J. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

0. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam:

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.

[ndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan
target pencapaian Kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2019,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

" __ﬂﬂ"‘.ﬂ"-‘i"u‘l.'l.-,a__g..

ADINA PERTANAHAN

Penibina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015
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